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Dana Infrastruktur

JAKARTA~Pemerintah berkomiimen uniuk meng-

akselerasi pembangunan infrastruldur nasional
dengon mengalokasilkan dona pengalihan subsidi
BBM uniuk sektor infrastruktur menjadi lebih besar.

Fitri Sartina Dewi & Anggara Pernando
redaksi@bisnis.co.id

Menteri Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki
Hadimuljono mengatakan pihakanya
akan mengusulkan Jagi tarabahan
dana Rp30 trilun uniuk pembangun-
an infrastruktur jalan dan sanitasi.

Dia mengatakan Kementerian
PU-Pera  sebelumuya
telah mengusul-
kan tambah-
an  dana

Sumber: 4 n

Rpiz wiliun yang akan digunakan
untuk pembangunan infrastrulktur
pada tiga bidang yaitu irigasi, peru-
mahan dan air bersih.

“Kemarin saya paparkan kepada
Bappenas bahwa Rpl2 tiliun itu
akan digunakan untuk infrastruktur
dasar, ‘tetapi Kepala Bappenas [An-
drinof Chaniago] meminta supaya
pembangunan jalan dan sanitasi juga
dipercepat,” katanya kepada Bisnis,
(19/11/2014).

Dengan adanya usulan penam-
bahan ‘anggaran Rp30 triliun itu,
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. maka total anggaran yang akan digu-

nakan untuk pembangunan infra-
struktur di Kementerian PU-Pera
mencapai Rp42 triliun.

Keputusan mengenai diterima
atau tidaknya pepambahan anggar-
an infrastruktur senilai Rp42 triliun
ini, sambungnya, akan dibahas pada
rapat kabinet dan akan diketahui
hasilnya dalam dua hari ke depan.

Berdasarkan penjelasannya, alasan
pemerintah menambah usulan untuk
pembangunan infrastruktur pada
kedua sekior tersebut karena kedu-
anya dinilai memiliki peran yang
sangat penting. ’

“Jalan memiliki peran penting kare-
na untuk konektivitas. Hal ini juga
dilakukan sesuai dengan program
Nawa Cita Presiden Joko Widodo
yang menugaskan pembangunan ja-
lan sepanjang 2.000 km selama lima
tahun ke depan,” tuturnya.

Untuk pembangunan sanitasi,
sambungnya, usulan penambahan
anggaran dilakukan untuk menca-
pai Milenium Development Goal's
(MDG’s) pada 2019 yaitu 100% akses
sanitasi layak bagi masyarakat.

Basuki sebelumnya memaparkan
perincian dana pengalihan subsidi

. BBM sebesar Rp12 triliun. Dari total

anggaran itu, dana sebesar Rp?7 trili-
un rencananya digunakan untuk in-
frastruktur di bidang air bersih.

Di bidang perumahan, pemerintal
akan mengalokasikan dananya sebe-
sar Rpl triliun. Adapun, untuk infra-
struktur di sektor irigasi rencananya
dialokasilkan Rp4 triliun.

AT MERNTER!

Pada sisi lain, Basuki berencana
mengadakan pertemuan dengan
Menteri Koordinator Perekonomian
Sofyan Djalil pada Kamis (20/11)
untule membahas tentang kelanjutan
penerbitan peraturan presiden (per-
pres) terkait pemberian gant rugi
untulkk masyarakat yang terdampalk
penggenangan wadulk  Jatigede di
Jawa Barat.

“Proyek ini sudah lama telantar,
Ikarena itu kami alkan adakan pemba-
hasan mengenai percepatan penerbit-
an perpres, karena alokasi anggaran
pemberian ganti rugi kepada masya-
ralat di sana sudah kami sediakan,”

. jelasnya.

Menurutnya, pertemuan tersebut
dilakukan sebagai bukti keseriusan
dari Pemerintahan Joko Widodo-Ju-
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suf Kalla dalam mencapai visi dan
misi di bidang kedaulatan pangan.

Pada kesempatan berbeda, Kemen-
terian Agraria dan Tata Ruang akan
menyelesaikan pemetaan lokasi
(zoning) untuk memastikan kebutuh-
an lahan bagi program infrastruktur
utama yang dijanjikan presiden dapat
tersedia.

Ferry Mursyidan Baldan, Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional, menuturkan
pihaknya sudah meminta kementeri-
an teknis menyerahkan rencana kerja
kebutuhan lahan jangka menengah.

Program prioritas pemerintah yang
membutuhkan lahan dalam jumlah
luas adalah pelabuhan untuk tol laut
termasulk rencana jalan aksesnya. Se-
lain itu, kebutuhan lahan juga untuk
pembangunan irigasi dan waduk
untuk mendorong tercapainya swa-
sembada pangan. Selain itu, lahan
untuk jalan tol dan kereta api.

“Nanti, kami meminta [kebutuhan
lahan] pada tahun pertama berapa,
tahun kedua berapa, kemudian para
menteri terkait [3-4 orang)} duduk ber-
sama untuk langsung memutuskan
[proses pengadaan tanah terinteg-
yasi},” katanya di sela-sela Rakernas

Nasional Real Estate Indonesia (REI),
Rabu (19/11).

Menurutnya, kepatuhan terhadap
tata ruang merupakan aspek yang
akan dikedepankan oleh pemerintah.
Dengan peruntukan yang terencana
ini, maka proyek-proyek infrastruk-
tur yang dibangun pemerintah tidak
berhenti di tengah jalan atau menda-
patkan masalah hukum.

“Ke depan izin kepemilikan tanah
tidak boleh lagi menjadi sumber ma-
salah,” imbulinya.

Menurut Ferry, birokrasi telah
membuat sekat-sekat dalam pemerin-
tahan. Dia mencontohkan petugas
dari PT PLN juga membentuk tdm un:
tulc mengerjalkan pembebasan lahan.

Padahal, dengan menyerahkan ke-
pada yang mampu membebaskan la-
han, seharusnya proyek pembangkit
yang direncanakan dapat lebih cepat
terselesailkan. “Kami berkomitmen
memecah kebuntuan,” tambahnya.

Basuki Hadimuljono mengatakan
kabinet kerja berfokus untuk mela-
yani dan mempermudah masyarakat
serta dunia usaha. “[Kalau ada regu-
lasi - yang menghambat] akan kita
tabrak, yang penting sesuai dengan
perizinan,” katanya.




